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Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 57/PIMP/\//2020-2021
Pimpinan DPR Rl menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi Ill DPR R, yaitu
Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H.
Ahmad €+ roni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-
514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77), Taufik Basari,
S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,,
M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H.

Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
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(No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No. Anggota A-469); dalam hal
ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ------

e e e e DPR.

Sceriubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 296.16/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 tertanggal 9 September 2021 perihal
kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terkait dengan permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan
oleh:

1. Akhwid Kurniawan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS), selanjutnya disebut sebagai - ---- Pemohon |

2. Dimas Permana Hadi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

selanjutnya disebut sebagai --------------------- Pemohon I

3. Heri Darmawan sebagai anggota PPK selanjutnya disebut sebagai ----------------

----- e ~mmmmmmmmm——-—-—--- Pemohon |l

4. Subur Makmur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), selanjutnya

disebut sebagai ~-----------memmmrmmm - . Pemohon IV
Untuk selanjutnya Pemohon |, Pemohon 1, Pemohon I, dan Pemohon IV secara

bersama-sama disebut sebagai------------===-==m-mmmsmeme e emeeean Para Pemohon

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian
UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 16/PUU-XIX/2021
sebagai berikut:

.  KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP
UUD NRI TAHUN 1945
Dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil

terhadap Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan
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secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai
berikut:
Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

Pemunqutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional.

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan
Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal
22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

yar ' berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.

Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekall.

Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

. negaranya.

Bahwa Para Pemohon merasa ketentuan Pasal a quo menyebabkan
beban kerja yang sangat berat dan tidak rasional bagi Para Pemohon selaku
petugas penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 karena pemilu yang
diselenggarakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam

waktu yang bersamaan yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD,



DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Perbaikan Permohonan Him
4 Nomor 7 dan HIm 6 Nomor 17).

.Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis

Hakiim MK sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1.
2.

Menerima permohonan provisi;

Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses
pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas
pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu,
terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap

proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1:

2.

Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk
seluruhnya;

‘.enyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tantang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dengan tidak
menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”;

Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara

_2rentak’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dengan tidak
menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”,

4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

KE TIZRANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam
undang-undang a quo, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5

(lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan
Halaman 5 angka 12-14). Terhadab dalil tersebut DPR menerangkan
bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kedaulatan
_ berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi, yang
merepresentasikan bahwa Republik Indonesia menerapkan sistem politik
demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 tidak relevan untuk
dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian a quo karena tidak
mengandung ketentuan mengenai hak dan/atau kewenangan
konstitusional warga negara.
Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
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karena Para Pemohon tidak memberikan argumentasi dalam hal apa
ketentuan Pasal a guo menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan
" pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitu pun halnya dengan Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji karena Para
Pemohon tidak memberikan dasar argumentasi yang jelas dalam hal apa
ketentuan Pasal a quo UU Pemilu menghalangi Para Pemohon untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya mengingat ketentuan
Pasal a quo tidak mengatur adanya pembatasan tertentu atas

pelaksanaan hak konstitusional tersebut.

. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang

Bahwa Para Pemohon pada intinya merasa dirugikan terhadap ketentuan
Pasal a quo karena konsekuensi dari pengaturan Pasal a quo UU Pemilu
" menyebabkan tugas dan beban kerja yang berat terhadap teknis
penyelenggaraan pemilu. Terhadap dalil kerugian tersebut DPR
memandang bahwa Para Pemohon yang berpartisipasi secara sadar dan
sukarela sebagai penyelenggara pemilu karena telah menyatakan
sumpabh/janji anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah semestinya Para
Pemohon memiliki beban kerja yang sepatutnya dipahami oleh Para
Pemohon sebagai konsekuensi atas jabatan yang diembannya. Oleh
karena itu kerugian yang didalilkan Para Pemohon sudah jelas tidak

disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo.

. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin nomor 2, tidak
" ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang

dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo sehingga tidak ada
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kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual
maupun potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi

dengan diberlakukannya Pasal a quo.

. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian

Bahwa Para Pemohon merasa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal
. a quo dapat merugikan Para Pemohon yang pada Pemilu 2019 bertugas
sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terhadap dalil
tersebut DPR berpandangan permasalahan yang disampaikan oleh para
pemohon adalah pengalaman Para Pemohon dalam penyelenggaraan
pemilu 2019 yang belum tentu terjadi atau dialami oleh Para Pemohon
dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan
mendatang. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonannya tidak
dapat mengonstruksikan dengan jelas adanya kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan berlakunya Pasal a quo terhadap
Para Pemohon. Oleh karenanya, dengan tidak adanya konstruksi
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon maka
jelas tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
" kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan konstitusionalitas Pasal

a quo.

. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan ketentuan Pasal
a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian Pasal a quo tidak

akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian
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- menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus
permohonan Pasal a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya MK tidak
mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon,
DPR Rl memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor
22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk
umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum
[3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan

maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point

d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan
zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip
yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya

Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa

hubungan hukum” (no action without legal connection).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI
berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal
51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,
serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan
dalam putusan MK terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo
tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum
(leqal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada
ine:tua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan
menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang



MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara
Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1.

Bahwa UU a quo dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan dan

menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat

. dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan
untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan
dan peserta pemilu, sistem Pemilihan, manajemen pemilu, dan
penegakan hukum dalam satu Undang-Undang yaitu UU a quo.

Bahwa penyelenggaraan Pemilu secara serentak merupakan tindak

lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

a. Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam amarnya
memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Dalam paragraf 3.17 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor
14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah memberikan tiga dasar
pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Menurut
Mahkamah berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan
terkait model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat
sesaat, maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota
lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem

pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.



C.

d.

Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik yakni
makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD
1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah
dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan.
Hal itu dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah
satu anggota Panitia Ad Hoc | Badan Pekerja MPR RI yang
mempersiapkan draf perubahan UUD 1945 yang mengemukakan
bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan
UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini
telah mencapai satu kesepakatan bahwa “..yang dimaksud
pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu
untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan
dalam satu rezim pemilu.” [vide Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku
V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah
Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001,
tanggal 5 November 2001];
Ketiga, terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu
serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, MK
memerintahkan Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara
serentak. Dalam pertimbangan hukum [3.20] huruf b, dinyatakan
diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan
pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak.
Atas dasar hal tersebut, pembentuk undang-undang
mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan
kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini
pun didasari karena pada saat itu, pengaturan mengenai pemilu
masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, yakni:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum;
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- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-X1/2013 oleh pembuat
undang-undang ini DPR RI dan Pemerintah, sudah selaras dengan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa salah satu
materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak
lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah
dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden dengan

membentuk UU Pemilu.

C.KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1.

Para Pemohon yang mendalilkan bahwa proses pemungutan suara dan
penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan dapat

diperpanjang hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya, sepanjang tidak

'~ ada jeda, membuat bobot tugas dan rasionalisasi beban kerja

penyelenggara sangat ditentukan oleh jenis pemilihan yang
dilaksanakan pada satu hari yang sama. (vide Perbaikan Permohonan
halaman 17 angka 24). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan
bahwa perihal batas waktu tersebut sesungguhnya tidak ada lagi
persoalan konstitusionalitas norma karena MK telah memberikan
pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 (poin
3.17 angka 5) dengan menambahkan ketentuan perpanjangan waktu
maksimal selama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di
TPS/TPSLN sepanjang penghitungan suara dilakukan secara tidak
terputus (tanpa jeda waktu). MK juga berpendapat bahwa apabila
tambahan waktu 12 jam tersebut diperpanjang lebih lama lagi maka

akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS, di samping itu

. pembatasan waktu hanya selama 12 jam juga untuk mengurangi segala
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kemungkinan risiko kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, DPR
berpandangan bahwa tidak ada jalan keluar lain apabila turut
mempertimbangkan beban kerja yang dianggap berat oleh Para
Pemohon, sebab jika diberikan waktu tambahan lebih lagi dari 12 jam
tersebut maka akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS.

Bahwa perihal batas waktu penghitungan suara pada hari
pemungutan suara, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari
pemungutan suara. Pertanyaan konstitusional terkait dengan
rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya
dengan permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung di atas,
adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai
pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383
ayal (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan
hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus
dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam kaitan ini para
Pemohon mendalilkan ihwal batas waktu penghitungan suara harus
selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam
Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi tidak terpenuhi dalam
penyelenggaraan pemilu serentak sehingga dapat menimbulkan
masalah dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan
dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Terhadap dalil tersebut
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena
untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden
dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan
pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara.
Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat
empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan
bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak
suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang
wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan
termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai
politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait
dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi
dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling
banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan
Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU
mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300
orang. Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah
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ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan banyaknya
Jjumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan calon
presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh
ditambah dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu
dengan tiga tingkat pemilihan, dan perorangan calon anggota DPD,
serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi dalam
penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya
proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat
terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas aparat
penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut
dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak
dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu
menentukan pembatasan waktu yang sangal singkat dalam
menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara,
maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk
dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut
maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan  suara
sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus
dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang
mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses
penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara
lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka
waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang
proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga
paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di
TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak
berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul
24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika
waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat
menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS. Bahwa berdasarkan
pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para
Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan
suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2)
UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala
kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan
waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua
belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang
wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak
selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari
pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat
(2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN
yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal
penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama
12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.”
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2. Bahwa MK telah menyatakan pendiriannya mengenai lima pilihan model
keserentakan pemilihan umum yang dijabarkan MK dalam Putusan
NomQr B5/PUU-XVIIF2019. MK juga menegaskan penentuan model
pemilu serentak mana yang akan digunakan adalah wewenang DPR
untuk  memutuskannya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam
pertimbangan hukum MK sebagai berikut:

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas,
penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk
undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam
memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan
pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan
model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang
dilakukan dengan partisipasi Semua kalangan yang memiliki
perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum, (2) kemungkinan
perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut
dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan
simulasi  sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif
dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan
dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang
tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas
penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum
yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan
kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan
hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;
dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang
diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan
kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. (vide Putusan MK No.
55/PUU-XVI11/2019 pertimbangan hukum 3.16 paragraf 3)

Oleh karena itu dalil-dalil Para Pemohon sudah seharusnya menjadi
gugur dan tidak dipertimbangkan lagi oleh MK,

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.
24/PUU-XVII/2019, MK pernah mengubah pendiriannya mengenai
pandangan hukumnya terhadap pengujian norma undang-undang.
Namun perubahan pendirian MK tersebut dilakukan dengan
memperhatikan adanya suatu kejadian yang luar biasa sejak
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Putusan MK dibacakan. Selengkapnya pertimbangan hukum MK
tersebut menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam
pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian
Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian
merupakan sesualu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di
Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang
sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res
Jjudicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan,
khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus
berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya
dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya,
untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung
Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan
sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan
dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip
separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus
dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan
menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar
warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana
dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of
Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika
Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk
didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa
melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam
kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat
berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk
menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu
tidaklah  bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui
putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah
Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu
seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak
pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah
bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara
penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip
precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara
doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang
terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung
Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian
tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan
dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Bahwa
Pemohon dalam petitumnya memohon agar menguji kembali pasal
yang telah diputus oleh MK. Bahwa putusan MK bersifat final dan
mengikat.
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4. DPR menerangkan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang-
Undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan
delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) sebagaimana MK
tegaskan dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor
51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal
konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau
Sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi
kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy
oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu
undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential
threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo,
Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai
buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal
policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan
ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-
111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan
kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan
pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan
kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD
1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh
Mahkamah”.

5. DPR menerangkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota
PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU
Pemilu adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
orang-orang yang bertugas menjadi PPK, PPS dan KPPS adalah
orang yang berkualifikasi sehat jasmani dan rohani. Persoalan
banyaknya petugas PPK, PPS, dan KPPS yang sakit bahkan sampai
meninggal karena beban kerja dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah
disebabkan ketentuan Pasal a quo maupun format pemilu serentak
yang dimaksud UU Pemilu, melainkan karena kondisi orang yang
ditugaskan sebagai PPK, PPS, dan KPPS dan tentunya hal tersebut
bersifat kasuistis. Hal tersebut didukung hasil penelitian forensik verbal
yang dilakukan Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM,
Fakultas Kedokteran UGM, dan Fakultas Psikologi UGM yang
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A,

menyimpulkan bahwa penyebab kematian PPS dalam Pemilu 2019
bahwa beban kerja yang berat memicu kelelahan, dampak lanjutan
dari kelelahan tersebut adalah penyakit-penyakit para petugas muncul
ke permukaan. Para peneliti berkeyakinan bahwa para petugas
tersebut memang telah memiliki masalah kesehatan seperti diabetes
dan jantung (vide https://www.voaindonesia.com/a/
mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html). Oleh
karena itu DPR berpandangan bahwa penyebab utama sakit dan
meninggalnya petugas penyelenggara pemilu tersebut adalah karena
faktor kesehatan karena penyakit bawaan dan bukan karena
pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak sebagaimana
ketentuan Pasal a quo.

Bahwa Para Pemohon pernah mengujikan dalam Permohonan nomor
37/PUU-XVII/2009 dan Permohonan nomor 55/PUU-XVII/2019
berkaitan dengan norma keserentakan pemilu dan alasan-alasan yang
disampaikan dalam permohonan pengujian a quo juga tidak
didasarkan pada alasan-alasan Kkonstitusionalitas yang berbeda
dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo.
Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42
ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
permohonan Para Pemohon adalah ne bis in idem.

Terkait dengan penormaan baru yang dimohonkan oleh Para Pemohon
kepada MK mengenai format keserentakan Pemilu (vide Perbaikan
Permohonan Halaman 21 angka 45), DPR menerangkan bahwa hal
tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk
undang-undang yakni DPR dan Presiden sesuai Pasal 5 dan Pasal 20
UUD NRI Tahun 1945. Apabila Para Pemohon menginginkan adanya
perubahan norma mengenai format keserentakan Pemilu sebagaimana
diatur Pasal a quo, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah
menyampaikan kepada DPR dan Pemerintah (Presiden) selaku

pembentuk UU sebagai masukan untuk dilakukan perubahan atau
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penggantian terhadap ketentuan Pasal a quo maupun masukan
terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang lebih baik ke depannya.

8. Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon,
DPR menerangkan bahwa pada awalnya MK tidak mengenal putusan
provisi dalam perkara pengujian undang-undang, namun pada
perkembangan selanjutnya MK mengenal putusan provisi yang
menyangkut pemeriksaan prioritas agar perkara yang diajukan segera
dapat diputus. Perkara-perkara yang dikabulkan pemeriksaannya
secara cepat adalah pengujian undang-undang terkait pemilu dan
pilkada sebagaimana ditemukan dalam 4 (empat) putusan, yakni
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI11/2019, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang
mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon karena terdapat
alasan yang kuat untuk itu, permohonan provisi dalam pengujian
undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara
kasuistis yang menurut pendapat MK relevan dan mendesak untuk
dilakukan. Namun, dalam perkara a quo DPR memandang tidak ada
alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya
permohonan provisi Para Pemohon a quo. Oleh karena itu, sudah

selayaknya MK menolak permohonan provisi para Pemohon.

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR

Terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Prof.
Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. terkait dengan alasan penarikan RUU
Perubahan UU Pemilu dari Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun

2021, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu masuk dalam daftar
Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada nomor urut 4 dan merupakan
usulan dari Komisi Il DPR berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR
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RI/M1/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-68-
d1a9bee16bf6fcd5092fbdad6435756d. pdf).

. Berdasarkan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tertanggal
17 September 2020 yang disusun oleh Sekretariat Badan Legislasi
DPR, RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu telah masuk dalam
tahap harmonisasi di Baleg DPR (vide
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-68-
5754545d2b31cfb294ba5ca8e89010ea.pdf).

. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Panja Baleg tanggal 24 November
2020, Rapat yang dihadiri oleh Baleg DPR, Pemerintah, dan DPD RI
menyepakati Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 disusun

berdasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah RUU telah
masuk dalam tahap harmonisasi di Baleg (vide
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-14-

b872237d2f6bd5a93adf6calb62bb58e pdf). Berdasarkan hal tersebut,
maka Rapat Panja Baleg tanggal 25 November 2020 menyetujui

masuknya RUU Perubahan Atas UU Pemilu masuk dalam Prolegnasi
RUU Prioritas Tahun 2021 (vide
https://www.youtube.com/watch?v=0xYzcDwOMgA).

. RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu disepakati untuk masuk
dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 berdasarkan hasil rapat
kerja Baleg DPR dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14
Januari 2021 dengan agenda Pengambilan Keputusan Penyusunan
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan
Tahun 2020-2024 (vide
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-14-
aaaeed83a8107be375aef534773da68e.pdf).

. Karena adanya perkembangan perubahan arah politik legislasi yang
terjadi, maka kesepakatan politik Komisi II DPR memutuskan untuk

tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Berdasarkan
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pernyataaan Ketua Komisi [I DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung
menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat mengingat
Indonesia sedang fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi (vide
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31773/t/Komisi+lI1+Sepakat+Tak+L
anjutkan+Pembahasan+Revisi+UU+Pemilu).

6. Berdasarkan surat Pimpinan Komisi || DPR kepada Baleg DPR untuk
menarik dan mengeluarkan RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu
dari daftar Prolegnas Priortas Tahun 2021, pada tanggal 9 Maret 2021
Baleg mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI
dengan agenda pengambilan keputusan hasil
penyempurnaan/penyesuaian Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan
Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-20204 yang telah diputuskan
pada Raker tanggal 14 Januari 2021 (vide
https://www.youtube.com/watch?v=0Ydqg81HMk0&t=2088s). Rapat
tersebut menyetujui untuk menyepakati RUU tentang Pemilihan Umum
ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan
dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan

oleh Pemerintah.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN PASAL A QUO UU PEMILU
Bahwa selain pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, DPR RI
juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Pemilu
untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis
Hakim MK sebagai berikut:

1) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan
Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan Il Rapat Kerja ke-
1 hari Rabu, 30 November 2016. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU

tentang Penyelenggara Pemilu:
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Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Agung Widyantoro, S.H., M.Si)
berpandangan:

...Pimpinan Pansus, para Menteri, rekan-rekan DPD dan hadirin
yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bersama atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/20-13 tentang Pemilu
serentak 2019, publik beserta partai-partai  politik mulai
mendiskusikan kembali regulasi untuk menyongsong pemilu
serentak tersebut. Mengingat Pemilu 2019 adalah pemilu yang
menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu
haru H pemilihan atau concurent elektion muncul gagasan-gagasan
agar aturan main mengenai pemilu dijadikan satu dalam sebuah
naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak
yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik
atas gagasan-gagasan yang muncul tersebut, terbukti Rancangan
Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap mencakup
pengaturan tentang penyelenggara pemilu. Pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Fraksi Partai
Golongan Karya DPR RI sungguh mengapresiasi langkah yang
diambil pemerintah. Bagi Fraksi Partai Golkar kodifikasi regulasi
pemilu selain untuk menjawab pemilu serentak 2019 sesungguhnya
sangal dibutuhkan demi kesesuaian dan konsistensi aturan
mengenai pemilu. Karena dari sisi aktor sistem managemen dan
penegakan hukum tidaklah ada perbedaan yang diameteral dalam
pemilu anggota DPR, DPD, DPRD... pilihan-pilihan itu adalah pilihan
yang dianggap baik dan sempurna.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (Erwin Moeslimin Singajuru)
berpandangan:

...Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Saudara Ketua
Komite |, beserta hadirin yang kita muliakan. Untuk memenuhi
harapan pemilu serentak nasional memilih presiden, wakil presiden,
dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan DPR Rl
menyampaikan sambutan baik dan hangat kepada pemerintah atas
inisiatifnya menyusun RUU Kompilasi dari tiga undang-undang yang
ada yakni UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden,
Wakil Presiden. Sekaligus penyempurnaan atas ketiga undang-
undang tersebut yang dituangkan dalam RUU Penyelenggara
Pemilu.

Anggota dari Fraksi PAN (Viva Yoga Mauladi, M. Si) berpandangan:

...Sebagaimana diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14
tahun 2013 mengamanatkan bahwa mulai tahun 201 pemilihan
legislative dan pemilihan Presiden akan digelar secara serentak. Hal
ini menurut Fraksi PAN membawa konsekuensi besar khususnya
bagi DPR dan Pemerintah untuk menselaraskan dan melakukan
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kodifikasi terhadap tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah
yakni Undang-Undang tentang Pilpres, Undang-Undang tentang
Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD. Untuk itu Fraksi PAN menyambut baik adanya
RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disampaikan oleh
pemerintah. Fraksi PAN menyadari bahwa Pemilu merupakan
instrument untuk memastikan keberlangsungan transisi dan rotasi
kekuasaan berjalan secara demokratis. Pada hakekatnya Pemilu
merupakan sarana kedaulatan rakyat dan mendorong akuntabilitas
dan counter public terhadap pemerintahan negara, karenanya Fraksi
PAN akan mendukung penuh dan mengawal pembahasan Pansus
RUU ini agar nantinya menghasilkan Undang-Undang Pemilu yang
tidak hanya efektif namun juga berintegritas, berkeadilan bagi
seluruh komponen bangsa.

2) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan Il Rapat Kerja

ke-3 hari Kamis, 19 Januari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus

RUU tentang Penyelenggara Pemilu:

Anggota dari Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman,
M.Sc., M.M.) berpandangan:

...Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu fidak ada
lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentak
pun ini pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak
Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak,
lima kotak yang dipilih itu dalam pemilu untuk efisiensi pemilu kita
lakukan serentak sekaligus. Jadi bagi Fraksi Partai Golkar serentak
yang dimaksudkan adalah hari yang sama, bulan yang sama, tahun
yang sama, ya termasuk tanggal yang sama. Jadi kita sikap terang
tidak misalnya tahun ini ya boleh kita buat gelombang begitu, tidak
ada saya kira.

3) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan Il Rapat Kerja

ke-6 hari Jumat, 17 Februari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus

RUU tentang Penyelenggara Pemilu:

Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Drs. Agun Gunanjar Sudarsa,
Be.IP, M.Si.) berpandangan:

...Bagi Golkar pengertian serentak itu lima kotak hari ini, ini harus
clear dulu Pak, jangan serentak itu tidak lima kotak, serentak itu
karena masih jangan ada berpikir Pemilu Legislatif dulu kan begitu,
baru entah sehari entah dua hari entah beberapa jam, kan sulit
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untuk ngitungnya untuk tahu ukurannya itu, tapi kalau itu yang
dilakukan tidak serentak menurut saya itu yang melanggar
konstitusi, melanggar Putusan MK. MK itu pada hari yang sama
waktu yang sama detik yang sama rakyat di TPS menusuk lima
surat suara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR Memohon agar kiranya
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai
beri';nt:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya
menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

Menerima keterangan DPR Rl secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan
hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik
“idonesia sebagaimana mestinya.

Apzbila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR kami sampaikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk mengambil keputusan.
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